BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :

Penerapan perlakuan Akuntansi Pendapatan Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, pengakuan retribusi pemakian kekayaan daerah pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan
Peraturan Daerah No 18 tahun 2011 dan penerapan akuntansi pendapatan
untuk pengukuran pada rertibusi pemakian kekayaan daerah kabupaten flores
timur telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dengan demikian Penerapan Akuntansi Pendapatan Restribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah pada Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten
Flores Timur No.18 Tahun 2011 Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

6.2 Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah;
1. Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah hendaknya dapat
diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Penyampaian SKRD kepada Wajib Retribusi dapat dilakukan sesegera
mungkin untuk menghindari adanya keterlambatan penyelesaian retribusi
yang bisa mengakibatkan penundaan waktu penerimaan pendapatan atas

retribusi.
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